
 

  

SKRIPSI 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN 

YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA 
 

 

 

 
 

 

 

Diajukan Oleh 

 

RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA 

ZIHADILLAH HUTAGALUNG 

NIM. 221021130113 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin, Agustus 2026 
 

 



 

ii 

 

SKRIPSI 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN 

YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA 
 

 

 

 
 

 

 

Diajukan Oleh 

 

RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA 

ZIHADILLAH HUTAGALUNG 

NIM. 221021130113 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin, Agustus 2026 
 



 

iii  

 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN 

YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA 
 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat 

 

 

Diajukan Oleh: 

Raflie Putra Fedayeen Akhira Zihadillah Hutagalung 

 

NIM. 2210211310141 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin, Agustus 2026 

 

 

 



 

iv  

 

 

 

 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 
 

 

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEKERJA MIGRAN 

 

 

 

Diajukan oleh  

 

RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA ZIHADILLAH HUTAGALUNG 

NIM. 2210211310113 

 

 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji 

pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2026 dan  

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima  

 

 

 

 

Pembimbing,  

 

 

 

 

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

NIP. 19830903 200912 1 002 

 

 

 

 

 

Diketahui 

Banjarmasin, 26 Agustus 2026 

             Plt. Koordinator Program Studi,  

 

 

 

 

           Risni Ristiawati, S.H., M.H. 

           NIP. 19811212 200501 2 003 

  



 

v  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 
 

 

 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA 

IZIN YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA 

 

 
 

 

 

 

 

Diajukan oleh  

 

RAFLIE PUTRA FEDAYEEN AKHIRA ZIHADILLAH HUTAGALUNG 

NIM. 2210211310113 

 

 

 

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  

sebagai persyaratan yudisium 

 

 

 

 

Nomor :       /UN8.1.11/SP/2026 

Tanggal :  

 

  

 

 

 

 

Disahkan 

Dekan,  

 

 

 

 

 Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 

NIP. 197805022001122002 
 



vi 

 

 

PENETAPAN PANITIA PENGUJI 
 

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan 

Di depan sidang panitia penguji 

 

Pada hari Senin, 29 Juni 2026 

Dengan susunan panitia penguji  

 

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI 

Ketua  : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. 

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. 

Anggota : Surjasni, S.H., M.H. 

 

 

Ditetapkan dengan Keputusan: 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

 

Nomor    :      860 /UN8.1.11/SP/2026 

Tanggal  :      14 Juli 2026 

 



vii 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Raflie putra Fedayeen Akhira Zihadillah 

Hutagalung 

Nomor Induk Mahasiswa  : 2210211310113 

Tempat/Tanggal Lahir  : Banjarmasin, 22 Januari 2005 

Program Kekhususan   : Hukum Acara 

Bagian Hukum  : Acara 

Program    : Program Sarjana (S1) 

Program Studi   : Program Studi Hukum 

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN 

YANG DIANCAM PASAL 402 KUHPIDANA  
Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran 

orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali 

terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. 

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil 

jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas 

perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. 

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari 

pihak mana pun. 

Banjarmasin, 8 Juni 2026 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Raflie putra Fedayeen 

Akhira Zihadillah Hutagalung  

NIM. 2210211120059



viii 

 

 

MOTTO 
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RINGKASAN 
Raflie Putra Fedayeen Akhira Zihadillah Hutagalung, Agustus 2026. ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DIANCAM 

PASAL 402 KUHPIDANA, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pebimbing Surjasni, S.H., M.H. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam praktiknya, sering terjadi 

penyimpangan dimana seorang pria melakukan perkawinan kedua atau tanpa 

melalui prosedur pengadilan. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 402 mengatur ancaman pidana bagi orang 

yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui perkawinan atau perkawinan – 

perkawinannya yang ada menjadi penghalang sah baginya untuk kawin lagi. Pasal 

ini menjadi instrument utama untuk menjerat pelaku poligami yang memalsukan 

status atau menyembunikan perkawinan sebelumnya. Dalam poligami yang 

dilakukan tanpa izin, terdapat insan yang kompak antara Hukum perdata (UU 

Perkawinan dan KHI) dan Hukum pidana (KUHP). Dari satu sisi, Undang – undang 

perkawinan mengatur tata cara dan sanksi administrasi atau pembatalan 

perkawinan. Namun di sisi lain, KUHP masuk ranah Privat tersebut dengan sanksi 

penjara. Penerapan pasal 402 KUHP seringkali dianggap sebagai jalan pintas oleh 

penegak hukum tanpa melihat secara komprehensif, latar belakang nya perkawinan. 

Masalah muncul Ketika syarat administratif dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi, 

namun secara sosiologis perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

dirumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana ketepatan penerapan sanksi pidana 

pada pasal 402 KUHP dalam ranah hukum privat perkawinan dan bagaimana status 

perkawinan atas poligami tanpa izin. 

Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini 

berupa untuk meneliti, ketepatan penerapan sanksi pidana pada pasal 402 KUHP 

dalam ranah hukum privat perkawinan serta untuk mengkaji status perkawinan atas 

poligami tanpa izin. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal 

dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analitis dengani menggunakan 

pendekatan Perundang – Undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). 

Penerapan Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 dalam ranah perkawinan merupakan 

bentuk intervensi hukum publik untuk melindungi integritas administrasi 

kependudukan dan kejujuran kontrak perkawinan, namun pelaksanaannya harus 

dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium. 
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Ketepatan sanksi ini sangat bergantung pada pembuktian niat jahat (mens rea) 

dalam pemberian keterangan palsu seperti pada kasus poligami ilegal guna 

menghindari kriminalisasi atas sengketa perdata murni atau kelalaian administratif. 

Oleh karena itu, langkah perdata melalui gugatan pembatalan perkawinan 

idealnya ditempuh terlebih dahulu sebagai filter hukum untuk memastikan 

kepastian status keluarga, pemenuhan hak-hak ekonomi (nafkah dan waris), serta 

sinkronisasi putusan yang berorientasi pada kemaslahatan anggota keluarga yang 

dirugikan. 

Status perkawinan atas poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang 

bersifat voidable atau dapat dibatalkan, di mana meskipun secara administratif 

masih tercatat, perkawinan tersebut mengandung cacat yuridis yang fundamental 

karena adanya unsur penipuan atau pemberian keterangan palsu sebagaimana 

diancam dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023. Ketidakpastian status ini 

menimbulkan risiko besar terhadap hak-hak ekonomi seperti nafkah dan waris istri 

pertama, sebab putusan pidana penjara terhadap pelaku tidak secara otomatis 

menghapus ikatan perkawinan tersebut tanpa adanya putusan pembatalan dari 

pengadilan perdata. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam KUHP baru seharusnya 

dipandang sebagai katalisator atau bukti kuat untuk mempercepat proses 

pembatalan di ranah perdata, guna memastikan bahwa hubungan hukum yang 

didasarkan pada ketidakjujuran tersebut dapat diputus secara permanen (ex tunc) 

demi memulihkan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga utama. 

Berdasarkan permasalahan tersebut sudah seharusnya aparat penegak hukum 

(Kepolisian dan Jaksa) harus sangat selektif dalam menerapkan Pasal 402 UU No. 

1 Tahun 2023. Sanksi pidana harus benar-benar diarahkan pada subjek yang 

memiliki niat jahat (mens rea) untuk memanipulasi data negara, bukan terhadap 

mereka yang melakukan kekhilafan administratif. Penggunaan pidana tidak boleh 

dijadikan sekadar alat intimidasi dalam sengketa rumah tangga murni. 

Serta masyarakat dan praktisi hukum disarankan untuk mengutamakan gugatan 

Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebelum atau 

secara simultan dengan pelaporan pidana. Hal ini penting karena hanya putusan 

perdata yang dapat menghapus status hukum pernikahan ilegal tersebut secara 

permanen dan memulihkan hak-hak ekonomi (seperti nafkah dan harta bersama) 

istri pertama yang dirugikan 
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ABSTRAK 

 
Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 402 mengatur ancaman pidana bagi orang yang melangsungkan perkawinan 

padahal diketahui perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang ada menjadi 

penghalang sah baginya untuk kawin lagi. Penerapan pasal 402 KUHP seringkali 

dianggap sebagai jalan pintas oleh penegak hukum tanpa melihat secara 

komprehensif, latar belakang nya perkawinan. Masalah muncul Ketika syarat 

administratif dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi, namun secara sosiologis 

perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama. Sehingga dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut yaitu bagaimana ketepatan penerapan sanksi pidana pada pasal 402 

KUHP dalam ranah hukum privat perkawinan dan bagaimana status perkawinan 

atas poligami tanpa izin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif. 

Penerapan Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 dalam ranah perkawinan merupakan 

bentuk intervensi hukum publik untuk melindungi integritas administrasi 

kependudukan dan kejujuran kontrak perkawinan, namun pelaksanaannya harus 

dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium. 

Ketepatan sanksi ini sangat bergantung pada pembuktian niat jahat (mens rea) 

dalam pemberian keterangan palsu seperti pada kasus poligami ilegal guna 

menghindari kriminalisasi atas sengketa perdata murni atau kelalaian administratif. 

Oleh karena itu, langkah perdata melalui gugatan pembatalan perkawinan idealnya 

ditempuh terlebih dahulu sebagai filter hukum untuk memastikan kepastian status 

keluarga, pemenuhan hak-hak ekonomi (nafkah dan waris), serta sinkronisasi 

putusan yang berorientasi pada kemaslahatan anggota keluarga yang dirugikan. 

Status perkawinan atas poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang 

bersifat voidable atau dapat dibatalkan, di mana meskipun secara administratif 

masih tercatat, perkawinan tersebut mengandung cacat yuridis yang fundamental 

karena adanya unsur penipuan atau pemberian keterangan palsu sebagaimana 

diancam dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023. Ketidakpastian status ini 

menimbulkan risiko besar terhadap hak-hak ekonomi seperti nafkah dan waris istri 

pertama, sebab putusan pidana penjara terhadap pelaku tidak secara otomatis 

menghapus ikatan perkawinan tersebut tanpa adanya putusan pembatalan dari 

pengadilan perdata. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam KUHP baru seharusnya 

dipandang sebagai katalisator atau bukti kuat untuk mempercepat proses 

pembatalan di ranah perdata, guna memastikan bahwa hubungan hukum yang 

didasarkan pada ketidakjujuran tersebut dapat diputus secara permanen (ex tunc) 

demi memulihkan keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga utama. 

Kata Kunci : Poligami Tanpa Izin, Pasal 402 KUHP, Perkawinan 
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